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PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2016/PTA Mks

asa ) Graa ) All) avu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Jamaluddin,S.Ag.MH , Advokat beralamat di Jalan
Melati No. 28, Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan
Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Februari 2016, sebagai Tergugat/
Pembanding.

melawan

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati CV. Oppie,
alamat Kabupaten Maros, sebagai Penggugat/Terbanding.
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARA
Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
...... nomor 517/Pdt.G/2015/PA........., tanggal 16 Februari 2016 Masehi yang
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi, .......... dengan
Tergugat Konvensi, ........... yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember
2012 di Kabupaten Maros;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi, .......... , terhadap
Penggugat,........ ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ......... untuk mengirimkan

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum
tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin
emas seberat 1,5 (satu setengah) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Tidak menerima untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan

mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui

Pengadilan Agama ....... sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

517/Pdt.G/2015/PA...... , tanggal 26 Februari 2016 dan permohonan banding

tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Maret

2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan
memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama ..... pada
tanggal 18 Maret 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal
21 Maret 2016 dan terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada
tanggal 4 april 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh

Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (Inzage) sesuai Surat
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Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas. tanggal 18 Maret 2016 kepada
Pembanding dan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas.tanggal 21 Maret
2016 kepada Penggugat/Terbanding, ternyata Pembanding dan Terbanding tidak
datang membaca berkas.( Inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini
telah diajukan oleh  Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-
undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama
berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama ....... Nomor
517/Pdt.G/2015/PA....... , tanggal 16 Februari 2016 Masehi. yang bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijyiyah.. serta Memori Banding

Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat

Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pertimbangan Hukum tentang ltsbat Nikah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang analisa
bukti-bukti dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap
penetapan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat ( pertimbangan hukum
putusan halaman 11 ) dengan mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2002 Penggugat melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa wali nlkah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sangkala Dg.
Gassing yang mewakilkan kepada Imam Desa Bonto Bunga yang bernama
Sampara Dg. Muntu untuk melangsungkan lab Kabul dengan Tergugat
sedangkan saksi nikah yaitu Dg. Labbang Kesi dan Mustafa.

- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa

cincin emas 1 (satu) gram tunai;
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- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab,
semenda dan tidak pula sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menemukan
fakta adalah keliru, oleh karena itu Majleis Hakim Tingkat Banding akan memberi
pertimbangan sendiri berdasarkan fakta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat
yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi
Saddi bin Rassake dan saksi Maryam binti Sahabuddin yang saling bersesuaian,
maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14
November 2012 di Kabupaten Maros dan yang menjadi wali nikah adalah
ayah kandung Penggugat bernama Nurdin, kemudian mewakilkan kepada
Imam Desa Lako Pancing yang bernama Nurdin  HB  untuk
menikahkan/melakukan ijab kabul dengan Tergugat;

- Bahwa pada saat agad nikah telah dihadiri oleh 2 ( dua) orang saksi nikah
yaitu Ambo Rowa dan Nurdin Like;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat memberi mahar kepada
Penggugat berupa cincin emas seberat 1,5 ( satu setengah) gram dibayar
tunai;

- Bahwa Penggugat pada saat melangsungkan perkawinan berstatus perawan
sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dan tidak ada halangan untuk
melakukan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 39 s,d Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam;

- Bahwa Isbat nikah vyang diajukan oleh Penggugat dalam rangka
perceraiannya dengan Tergugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat
3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2012
telah memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14. dan

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim
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Tingkat pertama yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi,
.......... dengan Tergugat Konvensi, .......... yang dilaksanakan pada tanggal 14
Nopember 2012 di Kabupaten Maros dapat dipertahankan;

Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Cerai

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan
Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding
terhadap Penggugat/Terbanding, sudah tepat dan benar, karena telah
mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan
dengan alasan perceraian, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan
sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan
sesuai dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat,
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih
3 tahun lamanya yaitu sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan tidak saling
memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, Bahwa perpisahan
tersebut diawali dengan adanya SMS Penggugat kepada Tergugat untuk tidak
kembali lagi ke rumah Penggugat, Penggugat Pernah mengusir Tergugat karena
sering pulang larut malam bau minuman keras, lagi pula Penggugat merasa tidak
rukun dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan
suami istri dan hanya menggelitik Penggugat di tempat tidur sehingga tidak bisa
tidur, meskipun Tergugat membantahnya bahwa tidak terjadinya hubungan suami
istri karena Penggugat sendiri menolak dan mengusir Tergugat dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun
lamanya tidak saling memperdulikan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding,
ternyata terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
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Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai antara Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi
mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya percekcokan dan
perselisihan akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni
apabila sendi sendi perkawinan tidak bermanfaat lagi dan sulit untuk dapat rukun
kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah tidak bermanfaat dan
sulit untuk didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri
akan menimbulkan beban penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh
negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, hal ini sesuai
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R... Nomor 534/K/Pdt/1996 yang
menyatakan bahwa, “ dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa
penyebab percekcokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih
dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi
dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan
doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith
Thalaaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

Tingkat Banding, yang berbunyi :

£l | g sy e gl 8l o o 33l plls (LN ) 3,
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Artinya:

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang
serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan
suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan,
dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.
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Menimbang bahwa telah ternyata mediator Pengadilan Agama Maros dan
Majelis Hakim Tingkat Pertama serta pihak keluarga kedua pihak telah berusaha
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu
apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah
dipertimbangkan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa gugatan
Pengugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan  menjatuhkan
talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana
termuat dalam memori bandingnya tentang keberatan banding kesatu dan
keberatan banding kedua yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah,
keliru mengabulkan gugatan  Penggugat/Terbanding, harus dikesampingkan
karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa tentang amar putusan yang memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros juga sudah tepat dan benar karena telah
mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Putusan Pengadilan Agama ........ Nomor 517/Pdt.G/2015/PA...... , tanggal
16 Februari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437
Hijriyah dalam konvensi dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan
diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat
Rekonvensi untuk mengembalikan Mahar berupa cincin emas seberat 1.5 gram
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kepada Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, karena telah
mempertimbangkan sesuai dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/
Terbanding, mengakui adanya mahar tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak
keberatan dan menyetujui untuk mengembalikan mahar tersebut sesuai tuntutan
Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim
tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim
tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding
tentang Pengembalian uang belanja perkawinan tidak dapat diterima sudah tepat
dan benar sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
banding dalam perkara a quo, namun tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai
seorang diri tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan
pengembalian uang belanja yang nota bene telah disepakati oleh keluarga kedua
belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat
Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi, sebagai Tergugat Konvensi mempunyai
legal standing mengajukan gugatan Rekonvensi karena materi gugatan
rekonvensi berhubungan erat dengan materi gugatan dalam konvensi, namun
demikian oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian
uang belanja tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya tentang pengembalian
uang belanja perkawinan bila terjadi kemelut dalam rumah tangga dan pihak istri
mengajukan gugatan cerai, sehingga gugatan tersebut tidak berdasar hukum,
selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang belanja
perkawinan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam adat bugis Sulawesi
Selatan adalah uang habis dalam bahasa Bugis disebut “nanre api “ dan bahasa
Makassar “nakanre pepe”, karena telah dipakai menjamu keluarga Penggugat
dan Tergugat dalam rangka pelaksanaan perkawinan, uang belanja tersebut
bukan untuk dimiliki Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, dalam Surah Al Baqarah ayat 229, Allah berfirman :
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Artinya :

........ Tidak halal mengambil kembali dari sesuai apa yang kamu berikan kepada
mereka (istri-Istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, Jika kamu khawatatir bahwa keduanya tidak akan
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

bayaran oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya.........

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/
Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya yaitu alasan
Keberatan Banding ketiga, sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini
mengenai legal standing Penggugat Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan
sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis
Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 517/Pdt.G/2015/PA...... ,
tanggal 16 Februari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil
Awal 1437 Hijriyah, dapat pula dikuatkan

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini
termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding ini
dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugast Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

syara’ yang berhubungan dengan perkara ini.
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MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ......... Nomor 517/Pdt.G/2015/PA
......... , tanggal 16 Februari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal
7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada  Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Makassar pada hari  Senin, tanggal 16 Mei 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 9 Sya’ban 1437 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

berperkara.
Hakim Anggota Ketua Majelis
td td
Drs. H. Abd. Munir S., S.H. Drs. H. Sudirman

Hakim Anggota

ttd Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasnah Munggu
ttd

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.
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Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara: Rp139.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak
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